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WALIKOTA MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA  MADIUN 

NOMOR  28  TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 20 TAHUN 2011 

TENTANG 

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MADIUN, 

Menimbang :  a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah 

Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin 

Pembuangan Air Limbah, dipandang sudah tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan 

Air Limbah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-

Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali  diubah  terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1982  Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

Air  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 153,  Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4161);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  tentang

Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia  Nomor 5285);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5617);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah

Domestik

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
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15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2011

tentang Izin Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah

Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 7/E, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun

Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Madiun Nomor 39);

18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALIKOTA MADIUN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 20 TAHUN 

2011 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan Air Limbah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 7/E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 19) diubah 

sebagai berikut: 
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1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7     

Pasal 1 diubah dan angka 21 dan angka 22 dihapus, 

sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Madiun.  

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.  

3. Walikota  adalah Walikota Madiun. 

4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Madiun. 

5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, yang selanjutnya 

disingkat Dinas PM, PTSP, KUM, adalah Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun. 

6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. 

7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, yang 

selanjutnya disebut Kepala Dinas PM, PTSP, KUM 

adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Madiun. 

8. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha 

dan/atau kegiatan yang berwujud cair. 

9. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang 

diberikan bagi kegiatan-kegiatan yang membuang air 

limbah ke air dan/atau sumber air. 

10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang 

selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai 

dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan 

yang direncanakan ada lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 
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11. Upaya pengelolaan lingkungan lingungan hidup dan

upaya pemantauan lingkungan hidup, yang

selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan

dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan

yang tidak berdampak penting yang diperlukan bagi

proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

12. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau

kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan

ke media air.

13. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di

bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air

fosil.

14. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas

dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam

pengertian ini mata air, sungai, rawa, danau, situ,

waduk dan muara.

15. Pencemaran air adalah masuknya atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 

dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan 

manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah 

yang telah ditetapkan. 

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan

usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang

tidak berbadan hukum.

17. Industri adalah usaha dan/atau kegiatan ekonomi

yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang

setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang

dengan nilai yang lebih tinggi untuk

penggunaannya, termasuk usaha dan/atau kegiatan

rancang bangun dan perekayasaan industri.

18. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha

dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
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19. Air Limbah domestik adalah air limbah yang berasal

dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real

estate), rumah makan (restaurant), perkantoran,

perniagaan, apartemen dan asrama.

20. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran

batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya

dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau

dilepas ke air permukaan.

21. Dihapus.

22. Dihapus.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7

diubah, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 7 

(1) Permohonan izin pembuangan air limbah diajukan

kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP,

KUM dengan melampirkan rekomendasi teknis dari

Dinas Lingkungan Hidup.

(2) Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada

Walikota melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup

dengan melampirkan persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup meneliti

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

permohonan diterima.
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(4) Terhadap permohonan yang belum lengkap dan

benar, permohonan akan dikembalikan kepada

pemohon untuk dilengkapi dan disertai dengan

surat pengembalian permohonan.

(5) Terhadap permohonan yang telah lengkap dan

benar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan

surat rekomendasi teknis paling lambat  14 (empat

belas) hari kerja.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga

Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 

(1) Walikota atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup

sesuai kewenangannya melakukan pembinaan

untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab

usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan

kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

(2) Walikota atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup

melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas:

a. persyaratan yang tercantum dalam izin

pembuangan air limbah yang berkaitan dengan

pembuangan air limbah ke sumber air;

b. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air

bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum

dalam dokumen Amdal dan UKL-UPL yang telah

disetujui atau direkomendasikan oleh Walikota.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan

Hidup Daerah.
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggal 24 September 2018 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di  M A D I U N 

pada tanggal 24 September 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO 

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2018 NOMOR 19 / D 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :        

199-28/2018

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH 
Pembina 

NIP.  19750117 199602 1 001 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR   28   TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 20 TAHUN 2011 

TENTANG 

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH 

I. UMUM

Salah satu upaya dalam rangka pengendalian pencemaran air 

adalah dengan meningkatkan kualitas air, terutama air permukaan seperti 

sungai dan danau. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan 

mencegah masuknya air limbah yang bersumber dari kegiatan-kegiatan  di 

sepanjang sungai. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau 

kegiatan yang berwujud cair yang tidak terpakai lagi yang merupakan hasil 

dari berbagai kegiatan manusia sehari-hari. 

Dengan semakin bertambah dan meningkatnya jumlah penduduk 

dengan segala kegiatannya, maka jumlah air limbah juga mengalami 

peningkatan. Jika jumlah air limbah yang dibuang melebihi kemampuan 

alam untuk menerima atau menampungnya, maka akan terjadi kerusakan 

lingkungan berupa pencemaran air serta menurunkan fungsi dan 

peruntukan dari komponen-komponen air. 

Sebenarnya, keberadaan air limbah dapat memberikan nilai negatif 

bagi suatu kegiatan industri. Namun, penanganan dan pengolahannya 

membutuhkan biaya yang cukup tinggi sehingga kurang mendapatkan 

perhatian dari kalangan pelaku industri, terutama kalangan industri kecil 

dan menengah.  

Teknologi pengolahan air limbah adalah kunci dalam memelihara 

kelestarian lingkungan. Apapun macam teknologi pengolahan air limbah 

domestik maupun industri yang dibangun harus dapat dioperasikan dan 

dipelihara oleh masyarakat setempat. Jadi teknologi pengolahan yang 

dipilih harus sesuai dengan kemampuan teknologi masyarakat yang 

bersangkutan. 
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Untuk bisa memilih teknologi yang tepat, seseorang harus 

mengetahui gambaran umum tentang metode-metode pengolahan air 

limbah yang ada, baik tentang prinsip kerja, tentang penerapan metode-

metode tersebut, keuntungan dan kerugian, dan juga faktor biaya. Hal yang 

penting dalam konsep pengolahan air limbah industri adalah usaha 

mencegah atau menekan beban cemaran seminimal mungkin, yaitu melalui 

pengendalian proses produksi itu sendiri (konsep produksi bersih). Baru 

pada tahap selanjutnya adalah pengolahan air limbah yang dihasilkan agar 

tidak mencemari sumber air atau dengan kata lain, agar air buangan dari 

industri sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan.  

Untuk mencegah dampak yang lebih luas akibat terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka diperlukan aturan-

aturan yang memuat tentang proses perumusan dan penerapan instrumen 

pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta 

penanggulangan dan penegakan hukum. Aturan-aturan tersebut dimuat 

dalam peraturan daerah. 

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Izin Pembuangan Air Limbah, dipandang sudah tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Angka 2 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Angka 3 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal II 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 61 
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